
BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengawasan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif dan
independen, diperlukan adanya pengawasan dan pembinaan
dari pihak eksternal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018
Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 88);

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kode
Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 16);

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 11);

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2022 tentang Piagam
Pengawasan Intern (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2022 Nomor 42);

18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17
Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
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3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah,
dan Kecamatan.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sidoarjo.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya

disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai
tugas dan fungi melakukan pengawasan intern.

7. Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Pengawasan
adalah seluruh proses kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi,
Pemantauan/ Monitoring dan kegiatan Pengawasan lainnya
berupa Asistensi, Sosialisasi dan Konsultansi terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan pemerintahan yang baik;

8. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai
jabatan fungsional Auditor dan/atau pihak lain yang diberi
tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang melaksanakan Pengawasan Intern
pada Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk dan atas nama APIP.

9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif
dan profesional berdasarkan standar Audit, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah/Unit Kerja.

10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,
atau norma yang telah ditetapkan.

11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil
atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau
norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktorfaktor
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu
kegiatan dalam mencapai tujuan.

12. Pemantauan/Monitoring adalah proses penilaian kemajuan
suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.

13. Kegiatan Pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi
mengenai pengawasan, bimbingan dan konsultasi,
pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil
Pengawasan Intern serta pembinaan.

14. Obyek pengawasan/auditi adalah Orang/Perangkat
Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah atau kegiatan,
program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek
penugasan pengawasan oleh Auditor atau APIP.

15. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya
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disebut PKPT adalah rencana kerja kegiatan Pengawasan
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

16. Laporan Hasil Pengawasan meliputi Laporan Hasil Audit,
Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil Pemantauan/ Monitoring
dan Laporan Hasil Evaluasi.

17. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
dengan TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi
dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil
pemeriksaan.

18. Komite Audit adalah komite pengawasan independen
(oversight committee) yang dibentuk oleh Bupati untuk
memberikan saran-saran strategis terkait pengawasan intern,
pelaporan keuangan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan
pemeriksaan.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 23
(1) Bupati melaksanakan pembinaan pengawaasan.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk
Komite Audit.

(3) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Tugas Komite Audit sebagaimana ayat (2) adalah:
a. membantu Bupati dalam melakukan pengawasan atas

kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP); dan
b. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan/atau

Inspektur dalam rangka:
1. perbaikan pelaksanaan pengawasan intern oleh Aparat

Pengawas Intern Pemerintahan (APIP), dan
2. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan

pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan
(APIP) lainnya.

3. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu
Pasal 23A dan 23B diubah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A
(1) Keanggotaan Komite Audit berjumlah gasal.
(2) Susunan keanggotaan Komite Audit dapat terdiri dari:

a. Pimpinan Daerah;
b. Akademisi;
c. pihak yang memiliki keahlian di bidang keuangan

negara/daerah/manajemen sektor publik, hukum dan
keahlian lainnya terkait pengawasan internal;

(3) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Pasal 23 ayat (4) Anggota Komite Audit menyatakan sanggup
untuk menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan
informasi.
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Pasal 23B
Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ttd
FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 12

NOREG PERBUP : 12 TAHUN 2025


	BUPATI SIDOARJO

